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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P U T U S A N
Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara

perdata  pada tingkat  pertama,  telah  menjatuhkan putusan sebagai  berikut

dalam perkara gugatan antara:

Penggugat,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten Gunungkidul,  Daerah

Istimewa  Yogyakarta, untuk  selanjutnya  disebut

sebagai  Penggugat; 

Lawan:

  Tergugat,  bertempat  tinggal  di  Semula  bertempat  tinggal  di

Kabupaten Gunungkidul,  Provinsi  D.I.  Yogyakarta.

Sekarang  tidak  diketahui  tempat  tinggalnya  yang

jelas  dan  pasti,  baik  di  dalam  maupun  di  luar

wilayah  Republik  Indonesia,  untuk  selanjutnya

disebut sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat; 

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli

2023 yang  diterima  dan  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri

Wonosari pada  tanggal  1  Agustus  2023 dalam  Register  Nomor

20/Pdt.G/2023/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat

pada  tanggal  13  Oktober  1996  di  hadapan  Pemuka  Agama  Kristen.

Berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/CS-P1/X/1996 tanggal

27 Desember 2022.

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun

sebagaimana  layaknya  suami  isteri  dengan  baik,  telah  berhubungan

badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang
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tua  Penggugat  di  Kabupaten  Gunungkidul,  Provinsi  D.I.  Yogyakarta

selama  lebih  kurang  26  (dua  puluh  enam)  tahun  sampai  dengan

sekarang.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

Penggugat dan Tergugat lahir di Gunungkidul tanggal 25 Februari 1997,

usia 26 (dua puluh enam) tahun.

4. Bahwa  ketenteraman  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

mulai goyah lebih kurang sejak pertengahan tahun 1997 Tergugat pergi

meninggalkan  Penggugat  tanpa  tujuan  yang  jelas  dan  dengan

berpamitan  kepada  Penggugat  untuk  pergi  bekerja  ke  Kota  Manado,

Sulawesi Utara. Sejak saat itu pula, Tergugat sudah tidak menghubungi

Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan

anak, hingga sekarang, selama lebih kurang 26 (dua puluh enam) tahun.

Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan b

aik secara lahir maupun batin.

5. Bahwa sejak  kepergiannya tersebut,  Tergugat  tidak  pernah pulang,

tidak pernah kirim kabar dan tidak bisa dihubungi, serta tidak diketahui

alamatnya yang jelas dan pasti  baik di  dalam maupun di luar wilayah

Republik  Indonesia.  Selama  itu  pula  Tergugat  tidak  memberi  nafkah

wajib  kepada  Penggugat  dan  tidak  memperdulikan  (membiarkan)

Penggugat, serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan

sebagai nafkah Penggugat.

6. Bahwa  Penggugat  sudah berusaha  menghubungi  Tergugat.

Penggugat  sudah  berusaha  mencari  Tergugat  ke  rumah  orang  tua

Tergugat dan saudara-saudara Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa Penggugat  juga telah  mendapatkan  informasi  dari  keluarga

Tergugat jika Tergugat telah menikah lagi dan memiliki 4 (empat) orang

anak dengan perempuan lain.

8. Bahwa  dengan  sebab-sebab  tersebut  di  atas,  maka  Penggugat

merasa  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  dapat

dipertahankan  lagi  karena  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat

tanpa  tujuan  yang  jelas  dan  tanpa  berpamitan  kepada  Penggugat.
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Bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi antara Penggugat dan

Tergugat,  maka Penggugat  berkesimpulan lebih  baik  bercerai  dengan

Tergugat.

9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 26 (dua

puluh enam) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana

sebagaimana  mestinya  karena  sejak  saat  itu  Tergugat  tidak  lagi

melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon  kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menyatakan  hukum  bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan

Tergugat  yang  dilangsungkan  secara  agama  Kristen  yang  telah

dilangsungkan pada tanggal tanggal 13 Oktober 1996 di hadapan Pemuka

Agama Kristen.  Berdasarkan  kutipan Akta  Perkawinan  Nomor:  xxx/CS-

P1/X/1996  tanggal  27  Desember  2022,  sah  putus  karena  perceraian

dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan

resmi  putusan  perceraian  tersebut  yang  telah  mempunyai  kekuatan

hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Gunungkidul,  selanjutnya  agar  dicatatkan

dalam register yang dipergunakan untuk itu.

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang,  bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  di  tentukan

Penggugat  telah  datang  menghadap  di  persidangan,  akan  tetapi  para

Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap

untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal
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3 Agustus 2023, tanggal 10 Agustus 2023, dan tanggal 12 September 2023

telah  dipanggil  dengan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak

datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu

yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat  menyatakan tidak ada hal-

hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat  pada

pokoknya adalah perceraian;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  jangka  waktu  dan  formalitas

panggilan  menurut  hukum  telah  diindahkan  dengan  sepatutnya  serta

gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat

yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di

persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,

harus dinyatakan tidak hadir  maka dengan demikian dalil gugatan tersebut

telah diakui tidak langsung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Perceraian dapat terjadi karena salah satu alasan sebagai berikut :

a. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabok,

pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

karena hal lain diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat  hukuman penjara 5 (lima)  tahun

atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan

berat yang membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/Istri;
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f. Antara suami dan Istri  terus-menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran  dan  tidak ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam

rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim

berpendapat  alasan  perceraian  dari  Penggugat  telah  memenuhi

sebagaimana   asal  19  Peraturan  Pemerintah  No  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan  UU  No  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  Perceraian

khususnya di huruf b maka petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) dikabulkan d

engan putusnya  perkawinan  antara  Penggugat  dan Tergugat,  maka  demi

kepastian  hukum  berdasarkan  ketentuan  Pasal  35 Ayat  (1) Peraturan

Pemerintah  (PP)  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau

Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salin

an putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa berma

terai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai

Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntu

kkan untuk itu, maka petitum nomor 3 berdasarkan alasan tersebut dapat dik

abulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  dikabulkan

dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum

membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan  Pasal 125  HIR  dan  peraturan-peraturan  lain  yang

bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi

tidak hadir;

2.-- -Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek; 
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3.---------Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang

dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxx/CS-PI/X/1996

tanggal 27 September 2022 putus karena perceraian;

4.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari atau Pej

abat  Pengadilan  Negeri  Wonosari  yang  ditunjuk untuk  mengirimkan

salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil  Kabupaten  Gunungkidul sejak putusan pengadilan

tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

5.- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4

09.000,00 (empat ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari  Senin, tanggal 18 Desember 2023,

oleh kami, Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua , Iman Santoso,

S.H., M.H. dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai

Hakim  Anggota, putusan  tersebut  pada  hari  itu  juga  diucapkan  dalam

persidangan  terbuka untuk umum secara elektronik dalam sistem informasi

pengadilan  oleh  Hakim  Ketua dengan  dihadiri  oleh  para  Hakim  Anggota

tersebut, Heri  Kusyanto,  S.H.,  Panitera  Pengganti  dan  Penggugat  tanpa

dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H. Aditya Widyatmoko, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Heri Kusyanto, S.H. 

Perincian biaya  :       
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1. Biaya PNBP pendaftaran

2. Biaya ATK

:

:

Rp30.000,00;

Rp75.000,00;
3...............................................L

ain-lain penggandaan gugatan Rp14.000,00

4...............................................B

iaya panggilan Rp250.000,00

5...............................................P

NBP Panggilan Rp20.000,00

6. Materai ....................................
Rp10.000,00

7. Redaksi ................................... Rp10.0000
Jumlah : Rp409.000,00;

 (  empat ratus sembilan ribu  )
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